
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2OI7 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH OMOR 9 TAHUN 2OT2
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDE DAN PERKCTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

bahwa Peraturan Bupati Nomor
Peraturan Pelaksanaan Peraturan
2Ol2 tentang Pajak Bumi dan
Perkotaan sudah tidak sesuai d

Pasal 18 ayat (6) Undang-U
Indonesia Tahun 7945:

%!.

30 Tahun 2OI7 tentang
Daerah Nomor 19 Tahun

nan Perdersaan dan

958 tentang Pernbentukan
Wilayah Daerah-daerah

dan Nusa Tenggara Timur

1983 tentang Ketentuan
Lembaga Negara Republik

bahan Lembaran Negara
bagaimana telah diubah
dang-Undang Nomor 28

Atas Unda:ng-Undang
tuan Umum dan Tata Cara
blik Indonesia Trahun 2OO7

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

2.

ngan perkembangar dan
kebutuhan hukum saat ini, sehi perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud
Peraturan Buperti tentang
Nomor 30 Tahun 2017

dalam huruf a perlu menetapkan
Perubahan Atas Peraturan Bupa
tentang Peraturan Pelaksanaan Pe uran Daerah Nomor 19

Tahun 2Ol2 tentang Pajak Bumi
Perkotaan;

Bangunan Perilesaan dan

Dasar Negara Republik

Undang-Undang Nomor
Daerah-daerah Tingkat

69 Tahun
II

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indone Tahun 1958 |lomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Repu ik Indonesia Nornor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun
Umum dan Tata Cara Perpajakan
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, T
Republik Indonesia Nomor 3262)
beberapa kali terakhir dengan
Tahun 2OO7 tentang Perubahan
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Kete
Perpajakan (Lembaran Negara Rep

Nomor 85, Tambahan Lembaran
Nomor 47401;

egara Republik Indonesia



4. Undang-undang Nomor 19 Tahun rggT tentang lpenagihan
Pajak Dengan surat paksa (Lerybaran Negara Republik
Indonesia Tahun rgg7 Nomor 42, T+nbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 36s6) $ebagaimana teleLtr diubah
dengan undang-undang Nomor {o rahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor rg ratrun lgg7
tentang Penagihan Pajak Dengan surat paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2qo0 Nomor l29,1lambahan
Lembaran Negara Republik Indonesi{ Nomor 39g7l;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2pll tentang pen:Lbentukan
Peraturan Perundang-undangan (I4mbaran Negara Republik

5.

Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tafnbahan Lembarran Negara
Republik Indonesia Nomor s234) slbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor t]s rahun 2olgt tentang
Perubahan Atas undang undang Nomor 12 TahLun 2orr
tentang Pembentukan Peratur Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesif, Tahun 2or9 Nomor 193
Tambahan Lembaran Negara Republi]k Indonesia Nomor 6399);

6. Undang-Undang Nomor 23
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Tahun 2OI4 Nomor 244. Tam

2Ol4 tentang
Republik Indonesia

ahun

7.

an Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5582e
beberapa kali, terakhir dengan U

agaimana telah diubah

Tahun 2022 tentang Hubungan
Undang Nomor 1

Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, T
Republik Indonesia Nomor 67571;

ba,han LembarzLn Negara

2 tentang Flubungan
Pemerintahan Daerah

Tahun 2022 Nomor 4.
Tambahan Lembaran Negara Repu Indonesia Nomor 6757]t,.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 ahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan Dalam Rangka Pe han Pag'ak dengan Surat

Indonesia Tahun 2OOOPaksa (Lembaran Negara Republi
Nomor 247, Tambahan Lembaran
Nomor 4049);

Republik lndonesia

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 T un 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/
Republik Indonesia Tahun 2OO5

(Lembaran Negara

Lembaran Negara Republik Indo
Nomor 3 1, Tambahan

Nomor 4488);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 T un 2010 tentamg Jenis
P4jak Daerah yang Dipungut kan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (t,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20[0 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51791;

Undang-Undang Nomor I Tahun
Keuangan Antara Pemerintah Pusat
(t embaran Negara Republik Indone



11. Peraturan Pemerintah Nomor 5F Tahun 2OI(i tentang
Ketentuan dan Tata cara Perfungutan pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indorfesia Tahun 2016 Nomor
2aa);

12. Nomor l? Tahun 2OLS, tentang
Daerah (L$mbaran Negara Republik
omor 42, Tjrnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 63221 ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hu
Republik Indonesia Tahun 2OIs

m Daerah (Benita Negara
omor 20361 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan M teri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2O18 tentang Peru Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
Produk Hukum Daerah (Berita
Tahun 2OI8 Nomor I57l;

15 tentang Penrbentukan
Republik Indonesia

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri N 77 tahun 2OtLO tentang
Daerah (Ber:ita Negara

178rl;
Pedoman Teknis Pengelolaan
Republik Indonesia Tahun 2O2O N

15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
dan Bangunan Perdesaan dan Per
Kabupaten Klungkung Tahun 20

012 tentang Pe{ak Bumi
taan (Lembaran Daerah

2 Nomor 9, Tambahan
Iembaran Daerah Kabupaten ng Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 16 tentang PemLbentukan
dan Susunan Perangkat Daerah ( baran Daerah l.abupaten

beberapakali terakhir dengan turan Daerah Nomor 4
Tahun 2O2l tentang Perubahan Ked Atas Peraturam Daerah

Klungkung Tahun 2OL6 Nomor 9, T
Kabupaten Klungkung Nomor 6)

Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran D
Tahun 2O2L Nomor 4, Tambahan
Klungkung Nomor 4);

bahan Lembartrn Daerah
telah diubah

bentukan dan Susunan
Kabupaten Klungkung

baran Daerah X.abupaten

17. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun
Susunan Organisasi, Tugas dan

I tentang Kedudukan,
ngsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah (Berita Daerah paten Klungkung Tahun
2O2I Nomor 77) sebagatmana telah
Bupati Nomor 74 Tahun 2O2I
Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun
Susunan Organisasi, Tugas dan
Perangkat Daerah (Berita Daerah Ka
2O2l Nomor 78);

ubah dengan .Peraturan
ntang Perubahan Atas

1 tentang Kedudukan,
ngsi, serta Tirta Kerja

upaten Klungkung Tahun



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERU

BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2OI7
PELAKSANAAN PERATURAN DAERA

TENTANG PAJAK BUMI DAN BA

PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati
Peraturan Pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 9
Bumi Dan Bangunan perdesaan dan perkotaan
Klungkung Tahun 2OIT Nomor 31), diubah sebagai

1. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga sebagai beri

Pasal 19

(2)

(1) Bupati atas permohonan Wajib pajak atau

Pengurangan atau Penghapusan sanksi

mengurangkan atau menghapuskan
berupa bunga, denda dan kenaikan
kekhilafan Wajib Pajak.

dimaksud pada ayat (1) dapat d
administratif yang tercantum dalam :

a. SKPD; atau
b. STPD.

2. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21
sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 20A

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengu
sanksi administratif berupa bunga, denda dan
karena kekhilafan Wajib Pajak, oleh Bupati karena
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diatur dengan Pe

disisipkan

AN ATAS PE]RATUMN

TENTANG PE]RATURAN

NOMOR 9 TAHUN 2OI2

NAN PERDES/\AN DAN

3O Tahun 20112 tentang
un 2O t2 tentamg Pajak

Daerah K:rbupaten

karena jabatannya dapat
i administratif Pajak

dikenakan karena

ministratif sebagaimana
kan terhadap sanksi

1(sat pasal, yakni Prasal 20A

atau penghapusan
yang dikenakan

batannya sebagaimana
ran Bupati.



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diu
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 18 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 20

Pasal II

Ditetapkan di
pada tanggal 1 Mei 2022

BUPATI KLUN KUNG,

I I{YOMAN

KLUNGKUNG,

NOMOR 20

Dok

dangkan.
pengundangan peraturan

Kabupaten Klungkung.


